
MEMUTUSKAN….. 
 

 
 
 
 

WALIKOTA BANDA ACEH 
 

PERATURAN  WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR    48   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI 

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

  

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka 

penyusunan anggaran dan belanja Pemerintah Kota 

dipandang perlu menyusun Analisa Standar Belanja 

Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 

2022;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Analisa Standar Belanja Konstruksi Pemerintah 

Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat       : 1. Undang-Undang  Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4455); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia … 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);         

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3247); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)  

sebagaimana   telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 5155); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 266); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan dan 

Perawatan Bangunan Gedung; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem 

Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A 

Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR 

BELANJA KONSTRUKSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 

3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya 

disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kota Banda Aceh. 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kota. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, 

yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen yang 

memuat rencana pendapatan dan belanja OPD atau 

dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan 

pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

APBK. 

7. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang 

meliputi kegiatan pekerjaan Cipta Karya, Bina Marga dan 

Sumber Daya Air. 

8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH  

adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis, 

spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode 

tertentu. 

9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, 

bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan 

atau satu jenis pekerjaan tertentu.  

10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan 

dikalikan dengan harga satuan. 

11. Analisa Standar Belanja Konstruksi yang selanjutnya 

disingkat ASB Konstruksi adalah penilaian kewajaran atas 

beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu kegiatan. 

BAB … 
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BAB II 

MAKSUD  DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 

acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai 

kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan 

sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS untuk 

penanganan pekerjaan bidang konstruksi. 

 

Pasal 3 

 

 Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk 

mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan 

akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi. 

 

BAB III 

ASB 

Pasal 4 

ASB ini terdiri atas : 

a. ASB Bidang pekerjaan umum; 

b. ASB Fasilitas Rambu Jalan; 

c. ASB Sarana Prasarana Olah Raga; dan 

d. ASB Penerangan Jalan Umum dan Taman. 

 

Pasal 5 

 

 ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan 

untuk menilai kewajaran anggaran pekerjaan konstruksi oleh 

OPD. 

 

Pasal 6 

 

(1)  ASB adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu pekerjaan 

konstruksi untuk memperoleh keluaran tertentu dalam 

rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanan 

dan pengendalian anggaran berbasis kinerja. 

(2)  ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

sebagai estimasi kebutuhan anggaran pekerjaan konstruksi 

sedangkan untuk penyusunan HPS aparatur Perangkat 

Daerah melakukan survey harga sebagai dasar perhitungan. 

 

Pasal … 
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Pasal 7 

 

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk 

keuntungan/overhead sebesar 15% (lima belas persen) serta 

pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

ASB Konstruksi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 

2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 

 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal   8      Juli          2021 M 
    28 Dzulqaidah  1442 H 

 
WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
CAP/DTO 

 

AMINULLAH USMAN 
 

 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal  8        Juli         2021 M 
                      28 Dzulqaidah  1442 H 

 

 

 

 

 
 
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR  48 
 

 
 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 
 

CAP/DTO 

 

AMIRUDDIN 

 


